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KATA PENGANTAR 
 

Hukum adat itu dinamis mengikuti perkembangan 

masyarakat dimana mereka berdiam di suatu tempat. Hukum 

adat itu menyesuaikan pada masyarakat hukum adatnya. 

Hilang dan bertahannya hukum adat tergantung pada 

masyarakat hukum adat yang menjalankan dan menaati atas 

segala aturan beserta sangsinya. 

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, walaupun 

ada yang tertulis, mereka ada sebelum bangsa ini menjadi 

suatu negara. Keberadaan yang telah bertahun-tahun secara 

turun temurun, menjadikan persoalan hukum adat tidak 

pernah selesai. Hukum adat pertama kali istilah itu muncul 

pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dengan sebutan 

adatrecht. 

Pengaturan hukum adat dalam beberapa macam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur bersifat 

parsial, bangsa ini belum sepakat untuk menjadikan produk 

hukum masyarakat hukum adat yang mengikat secara 

menyeluruh sebagai undang-undang sendiri. 

Keberadaan, kedudukan, hak dan pengakuan pada 

praktek di lapangan masyarakat hukum adat masih 

ditemukan persoalan dasar atas eksistensinya. Persoalan 

makin rumit, terkait tata kelola sumber daya alam yang 

dilakukan pemerintah atas nama izin sumber daya alam (izin 

pertambangan, izin perkebunan, izin kehutanan, dan lain 

sebagainya), menjadi mata kuliah dinamis untuk dikaji secara 
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normative dan social legal dalam ruang-ruang perdebatan 

perkulian.  

Mata kuliah hukum adat menjadi mata kuliah wajib 

yang harus ditempoh oleh mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman, sebagai bagian untuk mempelajari, 

mengetahui, mengerti, memahami persoalan secara teori, 

konsep, norma, penerapan dalam pembentukan hukum adat 

pada masyarakat hukum adat. 

Tahun 2022 ditandai dengan terbitkan penetapan Ibu 

Kota Negara (IKN), yang ditetapkan di Sepaku Kabupaten 

Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. 

Keberadaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timurn, 

memberi harapan, tantangan dalam membangun dan 

mengembangakan hukum adat secara akademik. 

Kehadiran Buku Ajar Hukum Adat Dalam Paradigma 

UU Cipta Kerja, bertujuan untuk menghadiri literasi dalam 

proses pembelajaran hukum adat, menyelaraskan dan 

mengikuti dinamika perkembangan hukum adat, termasuk 

UU Cipta Kerja. Posisi dan keberadaan masyarakat adat di 

kawasan inti, daerah mitra IKN dalam proses massif 

pembangunan istana negara Nusantara, menjadi persoalan 

yang rumit untuk dihadirkan diruang kuliah sebagai 

pengkayakan keilmuan. 

Baku ajar ini, pengembangan materi dari bahan Modul 

hukum adat yang ada, dalam bentuk format metode 

pembelajaran Program Merdeka Belanja Kampus Merdeka 

(MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian 
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Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud 

Ristek), penulis sebagai dosen pengampuh mata kuliah 

hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

untuk tahun ajaran 2021/2022 semester gasal ikut 

berpartisipasi. Hal ini dalam rangka program pertukaran 

mahasiswa kampus merdeka belajar antara perguruan tinggi 

se Indonesia dalam proses pembelajaran yang merdeka 

dalam belajar bagi mahasiswa Indonesia di mana pun berada.  

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan 

dari buku ajar hukum adat ini, untuk itsegala saran, kritik, 

masukan untuk perbaikan. Terima kepada Kerjasama tim 

dalam proses pembelajaran di hukum adat ini, Bapak Aryo 

Subroto S.H., M.H, Ibu Febri Noor Hediata, S.H., M.H., Ibu 

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H. 

 Terimakasih buat ayah Ibu (Almarhuma) yang selalu 

terpatri dalam doa dinda. Terimakasih untuk suamiku (Evans 

Sofanus) yang selalu hadir, mendorong terus untuk berkarya 

tanpa lelah, atas motivasi dan doa-doanya. Terimakasih buat 

semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu atas 

selesainya buku ajar ini. 

Suatu karya tidak selalu sempurna, karena 

kesempurnaan milik pencipta. Karya ini wujud kita sebagai 

seorang dosen yang merupakan entitas saya. Manusia yang 

mulia itu, manusia yang memberi manfaat bagi sekitarnya 

walaupun sebiji sawi. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh 

subur dan manfaat” amiin.                                            

 Samarinda, 23 Mei 2023 

                                                  Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H 
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BAB I 
 

KONSEP HUKUM ADAT DI INDONESIA 

 
Sub-CPMK:  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara hukum, yang meliputi 
sejarah hukum adat di indonesia, pengertian negara hukum, pengertian 
hukum adat, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, ruang 
lingkup hukum adat, dan perkembangan hukum adat di indonesia. 

 

A. Latar Belakang Mempelajari Hukum Adat 

Adat kebiasaan sudah menjadi bagian hidup masya-

rakat sejak dulu kala, dari zaman kuno, kerajaan. Adat, 

kebiasaan menjadi pengatur hidup dan kehidupan masya-

rakat dalam segala hal, termasuk menjaga keseimbangan, 

ketertiban dan permasalahan dalam lingkungan masyarakat 

setempat. 

Istilah hukum adat, berawal dari kebiasaan-kebiasaan 

yang tidak tertulis yang ditaati secara turun temurun. Istilah 

hukum adat diperkenalkan oleh dunia barat yang menyata-

kan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang 

beradab. Di Indonesia dilakukan pada zaman penjajahan 

Hindia Belanda pada Tahun 1601.1 Hindia Belanda melihat 

realitas masyarakat terorganisir, taat pada aturan yang dibuat 

tidak tertulis, dan taat pada pemimpin/raja, dan lain-lain 

dalam penyelesaian permasalaahan suatu daerah di 

nusantara. 

                                                           
1 Pemerintah Hindia Belanda, waktu beranggapan, Indonesia tidak ada hukum 

seperti di Barat (hukum yang sudah terkodifikasi). Di barat, hukum atau undang-
undang di sebut wet atau recht. 
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Pada Juli Tahun 1891 pemerintah Hindia Belanda 

mengirim seorang penelitian budaya, adat, dan kebiasaan 

masyarakat Aceh. Peneliti itu bernama Snouck Hourgronje, 

dalam hasil penelitian dibukakan dalam De Atjehers 

(masyarakat Aceh), sebagai advisor for native affair Hindia 

Belanda untuk mempelajari unsur agama dalam situasi politik 

Aceh.  

Menurut Snouck Hourgronje, mengemukakan,” jika 

ingin mengenal kelembagaan Aceh, maka harus dipelajari 

sistem politik, dan peradilan, dan kehidupan keluarga sebagai 

subsistem.”2 Di Aceh melekat aturaan yang tidak mengikat, 

namun ditaati semua masyarakatnya. Ada sistem yang 

bekerjaa, ada lembaga, ada sanksi, dan kepatuhan di dalam 

masyarakat. 

Pandangan ini ikuti Mr. Cornelis van Vollen Hoven, 

buku Het Adat Recht van Nederland Indie. Pandangan ini, 

sebagai kritik terhadap teori Reciptio in complex, yang 

dikenalkan Van Berg, mengemukakan masyarakat Hindia 

                                                           
2 Jejak-jejak penguasan di Aceh dapat ditemukan dalam satu (1) atau dua (2) 

pangeran yang berkuasa, islam yang berupaya untuk memberikan pengaruh, dan 
yang paling penting adalah berlakunya hukum adat masyarakat pribumi. Menurutnya, 
standar peradapan ras melayu, hukum yang paling penting bukan hukum yang 
tertulis, tetapi yang ditemukan dalam ekspesi, kadang-kadang dalam pepatah dan 
selalu dalam kejadian nyata sehari-hari yang menggambarkan pemahamam umum. 
Menurut Van Vollenhoven, Snouck Hourgronje, tidak hanya menemukan hubungan 
antara hukum agama dan adat, tetapi juga memperkenalkan istilah hukum adat untuk 
menunjukan adat yang berakibat hukum. Hal ini berbeda dengan kebiasaan yang 
tidak mempunyai sifat hukum. Dalam bukunya Snouck Hourgronje, tidak secara 
tegas menjelaskan, hukum adat adalah adat yang berakibat hukum, tetapi ia 
memberikan contoh adat yang berakibat hukum dan adat yang tidak mempunyai arti 
hukum. 
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Belanda, khususnya Jawa dan Madura, adalah umat islam, 

maka hukum yang berlaku bagi meraka adalah hukum islam.3  

Perwujudanya diatur dalam Stb 1882 No.152 sebagai 

dasar pembentukan peradilan agama dan Pasal 134 ayat (2) 

Indsiche Staatsredeling yang mengatur perselisihan perdata 

antara sesama penduduk inlander atau penduduk yang 

dipersamakan dengan mereka diputus oleh kepala agama 

atau kepala adat menurut undang-undang agamanya atau 

adat aslinya. Berdasarkan Stb 1929 No. 221 Pasal 134 ayat 

(2) indische staaatsregeling dirubah pada teori reception. 

Pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1929 

mulai menggunakan resmi peraturan perundang-undangan 

belanda di Indonesia. Kala itu hukum adat sebenarnya tidak 

dikenal di dalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal 

adat atau kebiasaan saja.  

 Adat recht yang terjemahan menjadi hukum adat 

dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan. Hal menurut 

Van Dijk, tidak sepakatnya istilah hukum kebiasaan 

diterjamahkan dengan adat recht, untuk menggantikan hukum 

adat, dengan alasan sebagai berikut: 

“Tidaklah tepat menerjemahakan adat recht menjadi 

hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang 

timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian 

lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara 

tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang 

diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedang apabila 

                                                           
3 Abdul Rahmad Budiono, 2003, Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia, 

Bayumedi: Jakarta, hlm.3. 
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orang yang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan 

itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu 

alat perlengkapan masyrakat tertentu dalam lingkungan besar 

atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya 

sebagai dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mancakup 

konsep yang luas. Hukum adat dibedakan dengan adat 

istiadat, walupun sulit dibedakan. 

Istilah adatrech (hukum adat), penamaan ini dipopuler-

kan oleh Van Vollenhoven dalam buku lley adatrecht van 

nederlandsch indie (hukum adat Hindia Belanda). Untuk istilah 

hukum adat Indonesia pertama dikenal dalam Journal of the 

India Archipelago karangan James Richardson tahun 1850.4  

Van Vollenhoven membedakan hukum adat dari 

indigeonous law dan native law. Hukum adat adalah indigenous law 

yang dipengaruhi oleh unsur agama.5 Ruang lingkup 

indigenous law lebih sempit dari hukum adat, karena indigenous 

law hanya merupakan hukum adat tanpa pengaruh elemen 

agama. Native law adalah (hukum yang tidak terkodifikasi) 

dan hukum yang dikodifikasi yang berlaku bagi masyarakat 

pribumi, termasuk KUHP. Native law lebih luas dari hukum 

adat, karena mencakup hukum adat termasuk di dalamnya 

indigenous law yang dipengaruhi unsur agama, dan hukum 

kodifikasi yang berlaku bagi masayarakat pribumi. 

Pemikiran hukum adat menurut Djojodigoeno, 

mengemukakan ada 3 (tiga) yaitu memandang dari aspek 

antologi yakni mengkaji nilai dari hukum adat sebagai satu 

                                                           
4  Hukum adat, ada di beberapa negara seperti Jepang, India, dan Tiongkok. 
5  Ibid. 
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kesadaran bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak 

bebas nilai.  

Aspek epistemologi mengkaji kebenaran dari ilmu 

hukum adat melalui pembahasan tentang bagaimana dan 

dimana pengetahuan hukum adat dapat ditemukan, dalam 

aspek teleologi menjelaskan tentang tujuan dari ilmu hukum 

adat.6 Perkembangan menurut, ter Haar meng-gunakan 

istilah hukum adat pada sekolah tinggi hukum Rechtshogeschool 

di Batavia pada tahun 1930.7   

Menurut Moh. Koesnoe, hukum adat telah menjadi 

jiwa dan isi tatanan hukum nasional.8 Secara umum pada 

waktu pemerintah Hindia Belanda, ada bebarapa aturan yang 

mengatur hukum adat dalam beberapa peraturan perundang-

undangan antara lain: 

1. Pasal 11 AB (Alegemene Bavalingen Van Wetgeving Voor 

Indonesia)/Peraturan Umum tentang keagamaan), volkin-

tellingen (perwakilan rakyat), gebruiken (kebiasaan-

kebiasaan); 

                                                           
6  Ibid.  
7 Sepanjang para akhir abad ke-19, istilah de gebruiken, gewoonten en godsdiebstige 

instellingen der inlanders (kelaziman, kebiasaan, dan lembaga-lembaga keagamaan 
orang-orang pribumi). Pada masa Hindia Belanda, tidak mengaku hukum adat, dan 
menerapkan hukum Eropa di tanah jajahan termasuk Indonesia. Pemerintah Hindia 
Belanda menerapkan asas konkordansi hukum Hindia Belanda di Tanah Jajahan di 
Indonesia, lihat Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, 
Genta Publishing: Yogjakarta, hlm. 49-50. 

8 Moh. Koesnoe, dalam Siti Sondari, 1996, Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan 
Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi, Ubhara Pres: Surabaya, hlm.5. 
Menurut Moh. Koenoe, hukum adat menjadi cikal bakal tersusunya pengertian hak 
adat miliki bangsa Indonesia yang berbeda dengan konsep adat recth yang dipahami 
akademisi Eropa. Pada tahun 1930, Soepomo, istilah hukum adat sudah menjadi 
lazim di fakultas hukum dan masyarakat. 
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2. Pasal 75 (3) RR 1854 yaitu godsdientstige (peraturan keaga-

maan), instellingen (kelembagaan), gebruikan (kebiasaan-

kebiasaan); 

3. Pasal 78 (3) RR 1854, yaitu godsdientige wetten (peraturan 

keagamaan), dan oude herkomsten (naluri-naluri); 

4. Pasal 128 (4) IS yaitu instellingen des volles (lembaga-lembaga 

dari rakyat); dan 

5. Pasal 131 (1) Sub. B.I.S. yaitu hethunne godsdiensten en 

gewoonten samenhangede recht regelen (aturan-aturan hukum 

yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-

kebiasaan mereka). 
 

Secara umum, waktu pemerintah Hindia Belanda, 

interpestasikan hukum adat, dengan hukum agama dianggap 

sama. Pada perkembangan, hukum agama itu berbeda 

dengan hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat. 

         Selain terkait dengan istilah hukum adat, beberapa 

literasi menyebut nederburg yang menggunakan istilah wet en 

adat (undang-undang/kebiasaan), dan scheur untuk istilah het 

personerecht voor de inlanderop Java en Madura (hukum badan 

pribadi/perdata untuk orang bumi putra di Jawa dan 

Madura). 

Beberapa pendapat ahli definisi hukum adat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Soepomo, dalam buku Beberapa Catatan Mengenal Hukum, 

mengemukakan, “hukum adat itu sebagai hukum yang 

tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, 

meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak 

ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan 



7  

didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan-

nya bahwanya peraturan-peraturan tersebut memiliki 

kekuataan hukum.” 

2. Sukanto mengemukakan, dalam buku Meninjau Hukum 

Adat Indonesia, “hukum adat sebagai kompleks adat-adat 

yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan 

dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, ajdi 

mempunyai akibat hukum; 

3. M.M Djojodigoeno, dalam buku Asas-Asas Hukum Adat, 

mengemukakan, “hukum adat adalah hukum yang tidak 

bersumber pada peraturan-peraturan.” 

4. J.H.P.” Bellefroid dalam buku Inleiding tot de Rechtweten 

schapin in Nederland, mengemukakan, “hukum adat seba-

gai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan 

oleh penguasa, tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat 

dengan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku 

sebagai hukum,” 

5. Mr. C. van Vollenhoven dalam buku Het Adatrecht van 

Nederlandsch Indie Jilid 1, mengemukakan, hukum adat 

adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 

dahulu dan alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi 

sendinya dan dilakukan sendiri oleh kekuasaan Belanda 

dahulu.” 

6. Ten. Haar Bzn dalam Pidato Dies Natalis tahun 1930 

berjudul peradilan landraad berdasarkan hukum tidak 

tertulis, mengemukakan, “ hukum adat lahir dari dan 

dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para 
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warga masyarakat hukum, terutama keputusan 

berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu 

pelaksanaan keputusan para hakim yang bertugas 

mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu karena 

kewenangannya atau kurang pengertian, tidak berten-

tangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan 

senafas, seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/ 

diakui atau setidak-tidaknya ditolerensikan olehnya; 

7. Hazairin, pidato inaugurasinya berjudul kesusilaan dan 

hukum tahun 1952, mengemukakan, “hukum adat 

adalah endapan (resapan) kesusiaan dalam masyarakat 

yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah 

kesusilaan yang kebenaraannya telah mendapat 

pengakuan umum dalam masyarakat itu.” 

8. Roelof van Dijk, buku pengantar hukum adat di Indonesia, 

mengemukakan, “hukum adat itu adalah istilah untuk 

menunjukan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan 

orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing 

(Cina, Arab dan lainnya).” 

9. Soeroyo Wignyodipura, mengemukan, hukum adat 

adalah suatu kompleks norma-norma yag bersumber 

pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang 

serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian 

besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh 

rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 

10. Hasil seminar hukum adat tahun 1975, Yogjakarta, 

menyebutkan hukum adat adalah hukum Indonesia asli 
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yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

yang di sana sini mengandung unsur agama.” 
 

Secara umum hukum adat yakni adat yang merupakan 

pola tindak atau tingkah laku sehari-hari yang menjadi 

kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang berlangsung lama dari abad 

ke abad. Sedang adat istiadat merupakan pencerminan 

kepribadian bangsa, penjelmaan jiwa bangsa, identitas 

bangsa. Pengaruh peradaban modern/kemajuan zaman tidak 

mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam 

masyarakat.  

Namun adat kebiasaan senantiasa menyesuaikan diri 

dengan keadaan zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta 

tetap segar. Adat istiadat yang dimiliki oleh daerah-daerah, 

suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, sifatnya tetap satu 

yaitu ke Indonesiaan (Bhineka Tunggal Ika). Ada pun nilai-

nilai universal yang terdapat dalam adat istiadat antara lain:  

asas gotong royong (kerja bakti), fungsi sosial, asas 

persetujuan, asas permusyawarahan. 

 Hukum adat (adat recht), kita mengenal hukum adat 

adalah hukum agamanya pada teori receptio in complexu 

(penerimaan secara keseluruhan) yakni menurut Prof 

Solomon dan Van Den Berg yaitu masyarakat yang memeluk 

suatu agama tertentu, maka hukum adatnya adalah hukum 

agamanya yang dipakai. Adat istiadat dan hukum (adat) 

sesuatu golongan adalah receptie seluruhnya dari agama yang 

dianut oleh golongan tersebut. 

Hukum adat pada golongan masyarakat merupakan 

hasil penerimaan secara bulat-bulat dari hukum agama yang 



10  

dianut dari golongan masyarakat tertentu. Teori tersebut 

menuai banyak tanggapan seperti Van Vollen Hoven yaitu 

tidak sependapat dengan teori Van Den Berg yang 

menyamakan hukum adat Indonesia dengan hukum agama. 

Hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris serta 

wakaf dipengaruhi hukum Islam. Hukum adat mempunyai  

unsur-unsur asli maupun keagamaan, walaupun pengaruh 

agama tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah 

saja.  

Snouck Hurgronje tidak sependapat, jika keseluruhan 

hukum agama bisa diterima pada hukum adat. Pada intinya 

tidak dapat diterima hanya pada bagian atau hal tertentu saja 

yang mempunyai hubungan erat dengan manusia seperti 

halnya pada hukum keluarga/hukum kekerabatan, hukum 

waris, hukum perkawinan dan hukum perwakafan. 

Selain hukum adat dan hukum kebiasaan, istilah 

hukum adat dan kebiasaan terdapat perbedaan, oleh sebab 

itu hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. 

Kebiasaan yang diakui di dalam perundang-undangan 

merupakan “hukum kebiasaan” sedang “hukum adat” adalah 

kebiasaan di luar perundang-undangan.  

Menurut Van Dijk hukum kebiasaan adalah kompleks 

peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, walaupun 

benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian 

yang telah dikodi-fikasikan di dalam peraturan perundang-

undangan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari 

kepala desa kepala desa. Menurut Van Dijk mengemukaka, 
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antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan 

antara lain: 

Perbedaan hukum adat itu berasal dari tradisi dan 

nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-menurun di 

wariskan, bentuknya tidak tertulis (sebagian besar) dan 

tertulis (sebagian kecil). Hukum kebiasaan, berasal dari 

hukum asing (umumnya dari Eropa) yang diresepsikan ke 

dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia, 

bentuk tidak tertulis. 

Hukum kebiasaan yang diresepsi dari hukum asing, 

seperti sewa beli (huurkoop), seperti contoh penyewa setelah 

membayar berkalanya memenuhi jumlah tertentu, keduduk-

annya berubah menjadi benda yang disewanya. Ada fiducia 

yaitu penyerahan hak milik dengan kepercayaan yaitu suatu 

jaminan pinjaman yang berupa barang bergerak, tapi 

barangnya dibiarkan tetap di bawah penguasaan pemiliknya. 

Beberapa sarjana yang tidak membedakan hukum adat 

dengan hukum kebiasaan yakni Soerjono Soekanto 

mengemukakan, hukum adat hakekatnya merupakan hukum 

kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai 

akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat 

adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam 

bentuk yang sama.  

Pendapat sarjana yang tidak membedakan antara 

hukum adat dan hukum kebiasaan karena: 

1. Istilah atau kata adat, jika diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia adalah kebiasaan, maka hukum adat dapat saja 
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diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan atau adat recht; 

dan 

2. Dalam proses pelaksanaan hukum sering dikuatkan oleh 

atau melalui alat alat perlengkapan masyarakat, tetapi 

tidak sama aturan hukum adat itu bersumber pada alat 

alat perlengkapan masyarakat. 
     

Unsur-unsur hukum adat itu ada yang asli dan tidak 

asli antara lain: 

1. Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang 

sama selalu diindahkan oleh rakyat. Seperti antara lain: 

tertulis (piagam-piagam, perintah-perintah raja, awig-awig 

(Bali) dan patokan-patokan pada daun lontar) dan tidak 

tertulis (pada umumnya) 

2. Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya kenyakinan pada 

rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai akibat hukum. 

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum 

(opinion necessitates), unsur keagamaan dan unsur budaya 

dari luar 
    

Menurut Teer Har, Soepomo, mengemukakan unsur 

psikologis dan unsur kenyataan saja tidaklah cukup, harus 

ada unsur psikologis dan kenyataan saja belum cukup selama 

adat tersebut belum pernah dipertahankan secara konkrit 

oleh suatu penetapan petugas hukum. Misalnya ada masalah 

harus dilaporkan petugas hukum.  

Penetapan petugas hukum seperti: kepentingan adat, 

rapat adat. Soal penetapan itu adalah saat lahirnya hukum, 

ada kriteria-kriteria unsur psikologis, kenyataan, penetapan 
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dari petugas hukum. Untuk melihat adat-istiadat masuk 

hukum adat, dapat melihat pada sikap penguasa masyarakat 

hukum yang bersangkutan terhadap pelanggar, apabila 

menjatuhkan hukuman, maka adat istiadat merupakan 

hukum adat. 

Jadi secara umum insur-unsur hukum adat: 

a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh 

masyarakat; 

b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis; 

c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral; 

d. Adanya keputusan kepala adat; 

e. Adanya sanksi/akibat hukum; 

f. Tidak tertulis; dan 

g. Ditaati dalam masyarakat. 
 

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, Indonesia 

diartikan kebiasaan. Arti adat dan kebiasaan adalah tingkah 

laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara 

tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama.  

       Unsur-unsur adat adalah: 

a. Adanya tingkah laku seseorang; 

b. Dilakukan terus menerus; 

c. Adanya dimensi waktu; dan 

d. Diikuti oleh orang lain/masyarakat. 
 

Adat menyesuaikan dengan keadaan dan kemajuan 

zaman, sehingga adat istiadat yang hidup dalam masyarakat 

berkaitan dengan tradisi rakyat dan merupakan sumber 

pokok dari hukum adat. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, 
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mengemukakan, adat adalah tingkah laku yang oleh 

masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang 

tipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat itu 

adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum 

adat. 
       

B. Tujuan Hukum Adat 

Tujuan mahasiswa mempelajari hukum adat untuk 

memahami hukum tidak tertulis atau tertulis (yang tidak 

terkodifikasi) yang hidup, berkembang, dan ditaati oleh 

masyarakat tertentu yang ada sampai sekarang, dan menjadi 

salah satu alasan hakim dalam memutus perkara di 

pengadilan dan pembentukan hukum nasional. 

 

C. Pengertian Hukum Adat 

Sifat dan corak hukum adat yaitu pertama tradisional, 

kebiasaan yang merupakan warisan turun temurun. 

Tradisional dapat disamakan primitif, asli, orisinal, yang 

bersifat turun temurun dari nenek moyang, yang tetap 

dipertahankan sampai saat ini.  

Kedua sifat dan corok hukum adat itu, dinamis yaitu 

kebiasaan yang dapat menyesuaikan dengan zaman. Hukum 

adat itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti 

perubahan masyarakat hukum adat setempat. Dinamis ini, 

dikontruksi mengikuti dari perubahan masyarakat adat yang 

dan taat masyarakat terhadap hukum adat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Pemikiran hukum adat bersifat dinamis, dalam 

konseptual dipandang sebagai pengetahuan empiris, yang 




